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SEKITAR 40 orang guru di Kecamatan Poso Kota Utara
Kabupaten Poso mendatangi gedung DPRD setempat, kemarin
(16/12). Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang
hingga sekarang belum menerima gaji bulan Desember 2011 pasca
terbakarnya gedung kantor UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Poso Kota Utara, Selasa (6/12) lalu.

Diketahui, musibah kebakaran tersebut mengakibatkan dana gaji
guru sebsar lebih dari Rp154 juta ikut ludes terbakar. “Kami
berharap gaji kami bisa dibayarkan: Itulah aspirasi yang kami bawa
ke DPRD,” ujar beberapa guru.

Di gedung DPRD, puluhan guru tersebut diterima Ir Burhanudin
Hamzah dan Azmir Podungge SE. Kedua politisi DPRD ini
mengatakan, segera menyampaikan aspirasi para guru ke pihak
eksekutif (Pemkab). “Masalah ini akan segera kami koordinasikan
" ke eksekutif. Kami akan mempertanyakan kapan gaji mereka bisa
dibayarkan,” terang Burhanudin kepada wartawan usai
menerima aspirasi. DPRD lanjut dia, akan meminta eksekutifuntuk
berupaya membayar gaji para guru yang belum menerima gaji pasca
terbakarnya gedung kantor UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga tersebut. “Kalu kebakaran itu murni musibah (bukan
kelalaian, red) maka tentu pemerintah daerah harus mengganti dan
membayarnya. Tapi kalau kebakaran terjadi akibat kelalaian, maka
tentu orang yang membuat kelalaian itu yang harus menggantinya,”
papar politisi PBR ini.

Sebelumnya, pihak eksekutif melalui Kepala kantor UPTD
Disdikpora Kécamatan Poso Kota Utara, Resmin Malik SPd,
menyebut bahwa soal pembayaran gaji guru yang belum gajian
karena dana gajinya ikut terbakar pada musibah kebakaran kantornya,
masih harus menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan polisi.

Meski demikian, pemkab telah mengambil pendapat, jika dari
hasil penyelidikan dan penyidikan polisi bahwa musibah kebakaran
kantor UPTD Disdikpora murni karena faktor alam seperti korsleting
listrik, maka pemerintah daerah akan bertanggungjawab dan
menanggulangi pembayaran. Tapi bila kebakaran tersebut adalah
karena kelalaian bendahara gaji Iwan Kapui, maka yang harus
bertanggungjawab menggatinya adalah yang bersangkutan Iwan

Kapui. (bud)










